
 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
NOMOR  6 TAHUN 2017 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR   6  TAHUN  2017 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal 320 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  

Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat I Bali,  Nusa Tenggara Barat dan   

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 1649; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 



  

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2005 tentang Sistim 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57  Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan  Dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Stándar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 



  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari APBD; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12); 

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 

Nomor 7); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

dan 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 



  

Pasal 1  

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 

berupa Laporan Keuangan yang memuat : 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. perubahan sal; 

c. neraca; 

d. laporan operasional;  

e. laporan arus kas;  

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  a adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan  Rp.  3.949.996.798.342,97 

b. Belanja dan Transfer Rp. 3.764.301.951.074,96 

   Surplus/Defisit Rp.  185.694.847.268,01 

c. Pembiayaan 

 Penerimaan Rp. 198.662.806.056,75 

 Pengeluaran Rp.  46.004.045.967,00 

 Pembiayaan Netto Rp.  152.658.760.089,75 

d. SiLPA  Rp.  338.353.607.357,76 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 adalah sebagai berikut : 

 

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah                      

Rp147.063.352.543,97 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp3.802.933.445.799,00 

2. Realisasi Rp3.949.996.798.342,97 

  Selisih Lebih Rp   147.063.352.543,97 

 

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah 

Rp.(189.032.041.116,79) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah  

     perubahan Rp.3.953.333.992.191,75 

2. Realisasi Rp.3.764.301.951.074,96 

  Selisih Kurang Rp. (189.032.041.116,79)

  

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah                  

Rp.35.294.300.875,26 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Surplus/Defisit setelah  



  

perubahan Rp.  (150.400.546.392,75) 

2. Realisasi Rp.    185.694.847.268,01 

            Selisih Lebih Rp.      35.294.300.875,26 

 

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar 

Rp1.258.213.613,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

 setelah perubahan Rp.    197.404.592.443,75 

2. Realisasi Rp.   198.662.806.056,75 

  Selisih Lebih   Rp.        1.258.213.613,00 

  

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan     

sebesar Rp.(1.000.000.084,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

 setelah perubahan Rp.      47.004.046.051,00 

2. Realisasi Rp.     46.004.045.967,00 

            Selisih kurang Rp.      (1.000.000.084,00)                      

 

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah      

Rp2.258.213.697,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Pembiayaan Netto 

 setelah perubahan Rp.     150.400.546.392,75 

2. Realisasi Rp.    152.658.760.089,75 

            Selisih Lebih Rp.         2.258.213.697,00 

Pasal  4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai 

berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp. 196.754.592.443,75 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan  

    Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 196.754.592.443,75 

                      Sub Total Rp.                       (0,00)  

c. SiLPA/SiKPA  Rp. 338.353.607.357,76 

                      Sub Total Rp. 338.353.607.357,76 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan 

    Tahun Sebelumnya  Rp.                         0,00 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir  Rp. 338.353.607.357,76 

Pasal  5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 

Desember Tahun 2016 sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset  Rp. 11.890.842.470.329,10 

b. Jumlah Kewajiban  Rp.      125.682.241.644,55 



  

c. Jumlah Ekuitas Rp. 11.765.160.228.684,50 

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas  Rp. 11.890.842.470.329,10 

Pasal 6 

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan      Rp. 4.198.716.343.494,74 

b. Beban      Rp. 3.331.648.413.858,65 

    Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp.    867.067.929.636,09 

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan  

    Non Operasional     Rp.    (20.240.436.016,49) 

    Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Rp.    846.827.493.619,60 

d. Pos Luar Biasa     Rp.      (4.044.876.774,00) 

   Surplus/Defisit-LO Rp.    842.782.616.845,60 

Pasal 7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun  

2016 sebagai berikut : 

a. Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan Th. 2016    Rp. 169.989.751.976,72 

b. Kenaikan / Penurunan Kas Rp.   143.272.218.675,02 

Terdiri dari  

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas  

Operasi  Rp. 873.940.936.818,81 

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas  

Investasi Aset Non Keuangan Rp (730.625.773.706,79) 

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas  

Pendanaan/Pembiayaan Rp                           0,00 

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas  

Transitoris/Non Anggaran Rp          (42.944.437,00) 

c. Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Des. 2016 Rp 313.261.970.651,74 

d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran  Rp        132.193.612,00 

e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan  Rp          10.226.134,00 

f. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp      1.243.607,00 

g. Saldo Akhir Kas di BLUD  Rp   25.127.571.796,92 

h. Saldo Akhir Kas  Rp 338.533.205.801,66 

Pasal  8 

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1  ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal     Rp. 10.784.510.741.926,00 

b. Surplus/Defisit LO    Rp.      842.782.616.845,60     

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : 

c. Selisih Revaluasi Aset Tetap  Rp.     100.608.748.000,00   



  

d. Koreksi Aset Tetap    Rp.            (60.117.959,18) 

e. Koreksi Nilai Pokok Investasi Non  

     Permanen     Rp.          (194.987.000,00) 

f. Koreksi Penyisihan Piutang  

Tahun 2015     Rp.            (98.792.601,15) 

g. Koreksi Penyisihan Investasi Non 

Permanen     Rp.            166.666.666,67 

h. Koreksi Nilai Piutang Tahun 2015 Rp.        37.842.036.066,21 

i. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan  

     Amortisasi Tahun 2015   Rp.           (494.943.606,00) 

j. Koreksi Hutang Beban Tahun 2015 Rp.             118.914.477,00 

k. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka  

 th 2015      Rp.                 2.333.333,33 

l. Koreksi Hutang Jangka Pendek  Rp.             (21.000.000,00) 

m. Koreksi Jasa Giro    Rp.                      (2.764,00) 

n. Koreksi Beban Barang dan Jasa  Rp.               (1.984.700,00) 

o. Ekuitas Akhir     Rp.  11.765.160.228.684,50 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,  terdiri dari : 

a. Lampiran I  :  Laporan realisasi anggaran 

Lampiran I.1  :  Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut  

urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

Lampiran I.2 :  Rincian laporan realisasi anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran I.3 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi,program dan kegiatan; 

Lampiran I.4 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara. 

b. Lampiran II :  Laporan Perubahan SAL  

c. Lampiran III :  Laporan Operasional 

d. Lampiran IV :  Laporan Perubahan Ekuitas 

e. Lampiran V :  Neraca 

f. Lampiran VI :  Laporan Arus Kas  



  

g. Lampiran VII :  Catatan Atas Laporan Keuangan 

h. Lampiran VIII :  Daftar rekapitulasi piutang daerah   

i. Lampiran IX :  Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 

   tertagih 

j. Lampiran X :  Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 

   dana bergulir  

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan  

  pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap    

n. Lampiran XIV :  Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya. 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;  

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan – kegiatan  yang  belum   

  sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 

  dalam tahun anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik  

  Daerah/Perusahaan Daerah.  

Pasal  11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (2) yaitu Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ 

Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut 

dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 



  

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

  

Ditetapkan di Mataram. 

pada tanggal  2 Agustus 2017 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

    ttd 

 

H. M. ZAINUL MAJDI 

Diundangkan di Mataram  

pada tanggal 2 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

ttd 

 

   H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI 

 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6 

 

Diundangkan di Mataram 

    Salinan Sesuai dengan Aslinya 

        Kepala Biro Hukum, 

 

  ttd 

 

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH. 

   NIP.196512311993031135 

ggal  


